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ABSTRAK

MANAJEMEN STRATEGI DAN KEBIAKAN FAKULTAS DALAM PERUBAHAN DARI BADAN
LAYANAN UMUM MENUJU PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (Studi Multi Kasus di
Program Studi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik komputer Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya)

Kata kunci : Manajemen strategi, kebijakan, PTN BH

Kendala pelayanan publik pada setiap jenjang pendidikan adalah masalah penataan
institusi pendidikan. Bank Dunia menjelaskan beberapa kendala dalam pembangunan pendidikan
Indonesia. (1) institusi-institusi pemerintah yang mengelola pendidikan sangat rumit dan kurang
terkoordinasi, terutama antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan
Departemen Agama; (2) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Pendidikan
Nasional, sehingga tidak terjadi tanggung jawab ganda; (3) anggaran pendidikan nasional
dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun instansi yang
menanganinya; (4) pelaksanaan manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Pada
umumnya Rektor di Perguruan tinggi Indonesia memiliki otonomi yang terbatas dalam
mengelola perguruan tinggi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.

Tiga misi pokok perguruan tinggi menurut Perkins mengacu ketiga aspek pengetahuan ,
yaitu pemerolehan (acquisition), pemindahan (transmission) dan penerapan (application)®.
Pengetahuan diperoleh melalui proses penelitian, dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus
dialinkan dari generasi satu ke generasi berikutnya supaya dapat dipelihara kelangsungan
hidupnya survival), disinilah perlunya pendidikan dan pengajaran. Ketiga misi pokok tersebut
lebih dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya saing
pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan pendidikan tinggi dalam
negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di
tingkat internasional. Dasar pembentukan badan hukum 4 perguruan tinggi tersebut adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.2 Perguruan tinggi BHMN, yang kemudian
dikukuhkan dengan Permendiknas RI No.88tahun2014.Rencana Peralihan PTN badan hukum
adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju pengelolaan PTN sebagai
badan hukum sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan R1 No. 88 tahun
2014, disebutkan syarat-syarat perguruan tinggi badan hukum mencakup tingkat dan derajat
kemampuan dari PTN untuk: (a). menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
(b). mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (c). memenuhi standar
minimum kelayakan finansial; (d). menjalankan tanggung jawab sosial; dan (e). berperan dalam
pembangunan perekono mian® .Rumusan Masalah (1)Bagaimana penyelenggaraan Tridharma
dan kebijakan di Fakultas tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS
Surabaya?(2)Bagaimana tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan
Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?(3)Bagaimana Strategi dan kebijakan dalam
mewujudkan PTNBH di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer
ITS Surabaya?. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara atau

! Perkins, J.A. The University in Transition, Prniceton, New Jersey: Princeton University Press. (1986)
2 PP Nomor 60 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah memang tentang pendidikan tinggi
% Ibid Permendikbud No. 88 tahun 2014. Pasal 2 ayat 1



Interview, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis dengan
cara mereduksi data yang terkumpul, menyajikan data yang telah diseleksi, selanjutnya
memverifikasi atau menyimpulkan hasil penelitian. Untuk mengetahui apakah data yang
digunakan dalam penelitian ini sudah sah dan layak untuk dijadikan data dalam sebuah
penelitian, maka penulis menggunakan metode trianggulasi dan Focus Group Discussion (FGD)
dengan mengundang pakar. Diharapkan penelitian ini dapat mendeskripsikan Manajemen
strategi dan kebijakan fakultas dalam perubahan dari badan layanan umum menuju perguruan
tinggi negeri badan hukum.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Perguruan Tinggi Agama merupakan salah satu pertanda
peradaban suatu masyarakat. Masyarakat yang beradaban cenderung
mengembangkan berbagai institusi yang mampu menggali, mengembangkan,
mengalihkan dan menerapkan pengetahuan yang diperlukan untuk memajukan
masyarakat. Dalam hal ini perguruan tinggi adalah sebagai institusi yang mempunyai
kedudukan terpenting. Pada mulanya perguruan tinggi hanya merupakan a
community of master and students, kegiatannya dititik beratkan pada pengajaran
moral dan humanism, akan tetapi perkembangan selanjutnya oleh Kerr dinamakan
universitas modern menggunakan model organisme risetnya Abraham Flexner?.
Dengan universitas modern ini ilmu (science) menggantikan filsafat, riset
menggantikan pengajaran, dan spesialis menggantikan generalis. Perguruan tinggi
adalah suatu institusi yang secara sadar mengabdi pada pengembangan ilmu
pengetahuan, pemecahan masalah, apresiasi kritis terhadap prestasi dan pelatihan
pada tingkat yang benar-benar tinggi?.

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi,
Perguruan tinggi akan menentukan bagaimana mutu implementasi dan proses
pendidikan tinggi. Dalam hal ini diperlukan rancangan organisasi yang tepat sesuai
dengan karakteristik perguruan tinggi serta dapat mengantisipasi berbagai perubahan

di masyarakat dan perkembangan Iptek yang sangat cepat.

1 Keer, C. The Use of the University (3rd ed), Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
(1982). H. 4
2 |bid, Kerr



Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat regulasi juga telah mengeluarkan PP
No0.19 Tahun 2005 yang dimaksudkan agar setiap perguruan tinggi ataupun lembaga
penjaminan mutu dapat menyelaraskan kemampuannya berdasarkan standar nasional
guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.®

Pada saat yang sama ditingkat internasional, banyak lembaga pemeringkatan
menyajikan ranking universitas sebagai pengakuan atas bermutunya perguruan tinggi
yang berskala global,** dan berikut adalah lembaga-lembaga pemeringkatan dunia
tersebut: (1) International Accreditations (ABET, AACSB, ASIN, JABEE, Royal
Society, AUN-QA etc.), (2) International Standards (I1SO), (3)World Rankings
(ARWU, THES, QS etc), (4) World Ratings (QS etc), (5) Metrics (Webometric,
Green Metric, etc), (6) dsb./etc.

Lembaga-lembaga pemeringkatan universitas tersebut diatas, masing-masing
memiliki cara dan penilaian tersendiri dalam merankingkan universitas se-dunia,
webometrik misalnya perankingan dengan menggunakan 4 komponen penilaian®?,
ikut berpartisipasi merankingkan universitas se-dunia, termasuk Indonesia. Berikut
adalah hasil Webometrics Ranking of Indonesia Universities 2016:

Tabel |
Peringkat Universitas-Universitas Indonesia

Rank World | University Det. Impact | Opennes | Excellen
Rank Presen | Rank* | s Rank* ce
ce Rank*
Rank*
1 758 Universitas Indonesia 357 376 326 1846
2 796 Institute of Technology Bandung 398 404 362 1898
3 802 Universitas Gadjah Mada 368 445 63 2040
4 1442 | Universitas Diponegoro 374 835 338 3033
5 1502 | Universitas Riau 1440 | 425 1214 3463
6 1526 | Brawijaya University 365 406 247 3935
7 1538 | Bogor Agricultural University 379 1245 | 316 2893
8 1711 | Universitas Padjadjaran 704 695 307 3811
9 2061 | Universitas Sebelas Maret 386 605 193 4853



http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=desc&amp;order=World%20Rank
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=desc&amp;order=World%20Rank
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http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Impact%20Rank%2A
http://www.webometrics.info/en/asia/indonesia?sort=asc&amp;order=Impact%20Rank%2A
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10 2146 | Universitas Syiah Kuala 616 | 2861 | 2322 2867
11 2275 | Petra Christian University 727 | 3186 | 158 3404
12 2415 | Universitas Hasanuddin 656 2545 | 1081 3633
13 2465 | Universitas Airlangga 636 | 909 | 99999 | 3125
14 2541 | Universitas Udayana 1742 | 1456 | 1047 4533
15 2627 | Universitas Mercu Buana 631 1079 | 143 5439
16 2642 | Universitas Negeri Semarang 581 938 483 5439
17 2814 | Univ. Muhammadiyah Yogyakarta | 997 1040 | 1014 5439
18 2848 | Universitas Negeri 420 1492 | 258 5439

Dari tabel diatas menunjukan bahwa universitas Indonesia (Ul) tercatat
sebagai universitas dengan pengelolaan website terbaik di Indonesia versi
Webometrics Ranking of World Universities 2016. Ul juga berhasil  meraih
peringkat 13 di Asia Tenggara dan peringkat 758 di dunia.’* Hal itu tentu
membanggakan sekaligus menjadikan intropeksi terhadap perguruan tinggi lainnya
yang tahun lalu dengan tahun ini tetap pada posisinya atau bahkan menurun.

Dengan adanya persaingan dan tingginya tuntutan terhadap mutu perguruan
tinggi, mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan standar mutu
penyelenggaraan perguruan tinggi. Proses peningkatan mutu perguruan tinggi secara
historis telah mengalami berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan konsep
maupun praktis, metode maupun media pembelajaran dan pengembangan kurikulum.
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mencapai cita-cita Sistem Pendidikan
Nasional (SPN) dan perubahan tersebut juga merupakan salah satu cara untuk
menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks baik yang menyangkut
input, proses, dan output pendidikan.

Salah satu kendala pelayanan publik pada setiap jenjang pendidikan adalah
masalah penataan institusi pendidikan. Bank Dunia menjelaskan beberapa kendala

dalam pembangunan pendidikan Indonesia. (1) institusi-institusi pemerintah yang


http://www.uii.ac.id/

mengelola pendidikan sangat rumit dan kurang terkoordinasi, terutama antara
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen
Agama; (2) pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Pendidikan
Nasional, sehingga tidak terjadi tanggung jawab ganda; (3) anggaran pendidikan
nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun
instansi yang menanganinya; (4) pelaksanaan manajemen perguruan tinggi yang
tidak efektif. Pada umumnya Rektor di Perguruan tinggi Indonesia memiliki otonomi
yang terbatas dalam mengelola perguruan tinggi dan mengalokasikan sumber daya
yang diperlukan.

Antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya
saing pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan
pendidikan tinggi dalam negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi
perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Persiapan pertama
pemerintah adalah membuat pilot project terhadap 4 perguruan tinggi negeri (Ul,
ITB, IPB, UGM) berstatus Badan Hukum. Dasar pembentukan badan hukum 4
perguruan tinggi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.°
Perguruan tinggi BHMN adalah perguruan tinggi sangat startegik dalam
mengembangkan civitas akademikanya dalam bidang tridharma perguruan tinggi di
setiap disiplin keilmuan. Dasar dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 1999 adalah
Pasal 123 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa terhadap

perguruan tinggi negeri yang sudah layak dan mampu untuk mengelola kegiatannya

3 PP Nomor 60 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah memang tentang pendidikan tinggi
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secara mandiri akan ditetapkan statusnya menjadi badan hukum?*. Badan hukum
yang dimaksud adalah badan hukum milik negara yang sering disingkat BHMN.®

Badan hukum adalah subyek hukum tersendiri yang mempunyai hak dan
kewajiban. Menurut Utrech bahwa badan hukum adalah adalah badan yang menurut
hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak® sedangkan R. Subekti
menjelaskan bahwa badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang
manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan
hakim’.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN badan
hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang
berstatus sebagai subyek hukum yang otonom®. Rencana Peralihan PTN badan
hukum adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju
pengelolaan PTN sebagai badan hukum sebagaimana dalam peraturan menteri
pendidikan dan kebudayaan RI No. 88 tahun 2014, disebutkan syarat-syarat
perguruan tinggi badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN
untuk: (a). menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; (b).
mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (c). memenubhi
standar minimum kelayakan finansial; (d). menjalankan tanggung jawab sosial; dan

(e). berperan dalam pembangunan perekonomian®.

4 Ibid, Pasal 123

5 Ibid, Pasal 2 PP 61 Tahun 1999.

& Chidir Ali, Badall Hukum (Bandung: Alumni, 1999), hal. 23

" R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1979).

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2014 Tentang
Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan tinggi negeri badan hukum

% Ibid Permendikbud No. 88 tahun 2014. Pasal 2 ayat 1



Perguruan Tinggi World Class University diperlukan sebuah proses yang
dikenal sebagai internasionalisasi pendidikan. Pandangan-pandangan Yyang
dikemukan oleh berbagai pakar mengenai konsep, internasionalisasi pendidikan
“memiliki beragam pemahaman tergantung pada aspek yang mempengaruhinya.
Negara yang berbeda, sistem pendidikan, lembaga dan penyedia pendidikan mungkin
memiliki dimensi yang berbeda mengenai, internasionalisasi pendidikan. Hal ini
mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan prioritas, budaya dan sejarah, politik
dan sumber daya.

Bagi institusi perguruan tinggi, rintisan menuju WCU akan mentrasformir
kesadaran instrinsik dan ekstrinsik menuju ke kesadaran sistemik. Seperti yang
diungkapkan oleh Epstein: “The inexorable transformation of consciousness brought
on by globalization alters the content and contours of education, as university take
on an increasingly important role in the process.’® Oleh karena itu. perubahan
paradigma menuju world class university merupakan alternatif tepat untuk mengatasi
persoalan mutu akademik pada lembaga pendidikan tinggi.

. Fokus Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan Tridharma dan kebijakan di Fakultas tarbiyah UIN
Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?

2. Bagaimana tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan
Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?

3. Bagaimana Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan PTNBH di Fakultas

Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?

10 Epstein, E.H, 2008, “Globalization of Education - Globalization Theory, The Role of Education”,
Retrieved http://education.stateuniversity.com/


http://education.stateuniversity.com/

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskrisikan penyelenggaraan Tridharma dan kebijakan di Fakultas
tarbiyah UIN Sunan Ampel dan FakultasTeknik Komputer ITS Surabaya?

2. Untuk mendeskrisikan tata kelola dan kebijakan di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan
Ampel dan Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?

3. Untuk mendeskrisikan dan menganalisis strategi dan kebijakan dalam
mewujudkan program studi BHMN di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel dan
Fakultas Teknik Komputer ITS Surabaya?

D. Penelitian Terdahulu

1) Pada Disertasi Nur Sayidah, 2014, yang berjudul Membangun university
governance dalam dimensi ketauhidan. Dari hasil penelitiannya menunjukan
bahwa ada tiga model university governance yaitu NPM sebagai model university
governance modern, model university governance transisi, dan model university
governance dalam dimensi ketauhiddan dan bermaksud membangun university
governance berdasarkan pada nilai- nilai ketauhidan.

2) Hasil Penelitian Lukman Hakim: Manajemen Perguruan Tinggi Menuju
Perubahan Kualitas Layanan Mutu. Dari Hasil Penelitian; 1) Peguruan Tinggi
harus terus melakukan perubahan dalam menjawab tantangan global. Perubahan
dilakukan dalam rangka menunjukkan eksistensi Perguruan tinggi yang selalu dan
terus menerus harus melakukan perubahan dinamis, posistif untuk perkembangan
organisasi yang lebih baik. Tantangan regional,nasional, dan global menekan
sebuah perguruan tinggi untuk menjadi lebih maju, lebih establish dalam

menjawab tekanan perubahan. Sehingga Perguruan Tinggi di Indonesia tidak



ketinggalan dengan negaranegara di tingkat ASEAN maupun global. 2)
Ketertinggalan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura harus dijadikan
sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas lulusan yang bermutu. Perguruan
Tinggi perlu mengevaluasi dan merumuskan ulang visi, misi, tujuan organisasi
melalui program-program yang telah dibuat untuk membuat strategi yang tepat
dalam rangka melakukan percepatan kualitas mutu yang lebih baik. Sehingga
ketersediaan lulusan yang berkulitas dapat dijamin keberadaanya. Dengan
memberikan layanan prima bagi stakeholders.
E. Premis Penelitian
Premis dalam penelitian, merupakan esensi hasil penelitian pakar yang lebih
dahulu dan telah teruji kebenaran ilmiahnya yang belum dibantah pihak lain®t,
Premis dalam penelitian ini adalah:
Premis-1 Manajemen startegik : kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu
yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan untuk
menjamin agar tujuan organisasi teracapai. (WF. Glueck)
Premis-2 Tata kelola merupakan jantung keseluruhan proses administrasi dan
didasarkan pada sejumlah factor sebagai unsur-unsurnya, meliputi filosofi, konteks,
informasi, partisipasi dan waktu.*?
Premis-3 Program studi adalah jantungnya perguruan tinggi, program studi atau
dapat disingkat prodi mempunyai peran untuk menawarkan matakuliah, menentukan

dosen pengampu, dan mengatur jadualnya

11 Didi Atmadilaga, 1989. HIm 14
2 Roe and Drake (1982) dan Mc. Gough (1982)



Premis-4 Perguruan tinggi merupakan organisasi profesi akademis yang berkembang
menjadi budaya akademik, oleh dan untuk masyarakat, yaitu teaching staff, support
staff, and
leadership staff (tenaga pengajar, mahasiswa, Rektor) dan unsur penunjang serta
unsur pelaksana dan yang menjadi jantung perguruan tinggi adalah teaching staff.*®
Premis-5 PTN badan hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh
Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom*,
Premis-6 World Class University adalah proses yang dikenal sebagai
internasionalisasi pendidikan.
. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai berikut:
1) Kontribusi Teoritis (IImiah)

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk mengembangkan dan mempertajam
teori dan konsep administrasi pendidikan, manajemen strategik dalam perguruan
tinggi, Penelitian ini mencoba merumuskan suatu konsep manajemen strategic dan
kebijakan yang dikembangkan dari bukti empiris di lapangan sehingga muncul suatu
paradigma baru yang mendasari pola manajemen strategic perguruan tinggi yang
selalu berorientasi kepada mutu dalam upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini dapat memberikan deskripsi konsep
yaitu manajemen strategik yang dapat dijadikan rujukan oleh para penyelenggara dan
pengelola perguruan tinggi di Jawa Timur khususnya dan umumnya di pelosok tanah

air Indonesia.

13 Clark (1981) Lehree(1970), Igbal (1996)
14 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2014 Tentang
Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan tinggi negeri badan hukum
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2) Kontribusi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan
dan mengembangkan mutu perguruan tinggi yang dapat diterapkan oleh seluruh
warga perguruan tinggi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
proses pendidikan. Dalam kasus ini dideskripsikan tiga strategi dalam upaya
mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan mendeskripsikan dan
memaknai ketiga kasus perguruan tinggi tersebut diharapkan para pengelola
perguruan tinggi, warga perguruan tinggi, masyarakat serta pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder) dapat memahami dan memaknai pentingnya
memperbaiki mutu secara terus-menerus dengan berpartisipasi aktif terhadap
program pengembangan mutu perguruan tinggi.
3) Kontribusi bagi Peneliti
Bagi peneliti kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1).
Peningkatan wawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola mutu
perguruan tinggi dan (2). Menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian
ilmiah dari mulai proses sampai selesainya penelitian ini di bawah bimbingan para
pakar pendidikan (3) Mengkaji dua disiplin llmu Manajemen Strtegik dan IImu
Kebijakan Teori dan Praktis.
G. Sistematika Pembahasan.
Penelitian ini akan dipaparkan peneliti dalam lima bab.
1. Bab pertama membahas tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis
memaparkan latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika

pembahasan.
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2. Selanjutnya pada bab dua, penulis menyajikan kajian-kajian teori tentang
manajemen strategis, kebijakan, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi,
tata kelola perguruan tinggi, manajemen strategi dan kebijakan fakultas dalam
mewujudkan world class university.

3. Pada bab tiga, peneliti mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta
pengecekan keabsahan data.

4. Di bab empat penulis mendeskripsikan data-data dan temuan-temuan penelitian
serta membahas hasil penelitian yang meliputi: mendeskripsikan manajemen
strategis dan kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi, tata kelola dan
kebijakan perguruan tinggi, dan manajemen strategis dan kebijakan fakultas
dalam mewujudkan world class university.

5. Di bab lima merupakan bab terakhir penelitian ini. Pada bab ini penulis menarik

kesimpulan penelitian serta memberikan saran dan rekomendasi.



BAB I1

KAJIAN TEORI

A. PENYELENGGARAAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI
1. Manajemen Strategik dan Kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi

Manajemen strategik merupakan istilah yang lebih luas, yang tidak hanya
mencakup pengelolaan tahap-tahap yang disebutkan di awal mengenai penentuan misi dan
tujuan organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan internalnya. Dengan demikian,
manajemen strategik dapat dipandang sebagai sejumlah tahap yang seharusnya dilakukan
olen manajemen, yang berkaitan dengan tugas-tugas berikut: (a) Menganalisis peluang
dan ancaman atau kendala yang terdapat di lingkungan eksternal, (b) Menganalisis
kekuatan dan kelemahan organisasi dalam lingkungan internal. (c) Menetapkan misi dan
mengembangkan tujuan organisasi. (d) Merumuskan strategi (pada level korporat, level
unit bisnis, dan level fungsional) yang akan menyelaraskan kekuatan dan kelemahan
organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan. (e) Mengimplementasikan strategi.
() Terlibat dalam aktivitas pengendalian strategik untuk memastikan tujuan organisasi
yang dicapai.

Setiap tahap dalam proses manajemen strategik harus dianggap berkaitan dengan
tahap-tahap lainnya karena suatu perubahan pada tahap tertentu akan mempengaruhi tahap
lain dalam proses tersebut. Tahap-tahap tersebut dibahas secara berurutan agar bisa lebih
dipahami.

Secara umum, manajemen strategik terdiri dari keputusan dan tindakan manajerial
yang membantu memastikan bahwa organisasi bisa merumuskan dan mempertahankan
keadaan yang menguntungkan dengan lingkungannya. Dengan demikian, manajemen

strategik mengevaluasi perkembangan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam konteks

12
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peluang dan ancaman yang berubah dalam lingkungan eksternal. Mempertahankan
kondisi yang menguntungkan antara organisasi dan lingkungannya itu diperlukan dalam
kelangsungan hidup kompetitif. Karena lingkungan dan organisasi itu berubah seiring
perkembangan waktu, proses ini merupakan suatu masalah berkelanjutan (ongoing) bagi
manajemen.

Model Manajemen Strategik

Untuk membantu kita melihat proses manajemen strategik, berikut ini disajikan
model skematik pada Peraga 1.1. Di sebelah atas, model ini dimulai dengan suatu analisis
peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dalam tahap selanjutnya, lingkungan internal
organisasi (sumberdaya perusahaan, misi, dan tujuan) berkaitan dengan lingkungan
eksternal melalui panah dua arah. Panah ini berarti misi dan tujuan itu berada dalam
konteks peluang dan ancaman lingkungan eksternal juga dalam kekuatan dan kelemahan
internal perusahaan (sumberdayanya). Organisasi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.
Namun organisasi juga dapat memiliki pengaruh terhadap lingkungan eksternalnya.

Misi dan tujuan organisasi mendorong perumusan strategi pada level korporat, unit
bisnis, dan fungsional.  Namun, kekuatan dan kelemahan organisasi yang ada
(sumberdaya perusahaan pada level-level tersebut) juga mempengaruhi misi dan tujuan
perusahaan. Ini ditunjukkan oleh panah dua-arah antara lingkungan internal dan
perumusan strategi. Pada level korporat, pembuat keputusan adalah CEO, manajer
puncak lain, dan dewan direksi, dan seterusnya.

Panah selanjutnya menggambarkan perumusan strategi yang menentukan
implementasi strategi. Secara khusus, strategi diimplementasikan melalui struktur
organisasi, kepemimpinannya, distribusi kekuasaan, dan budayanya. Lalu, panah terakhir
ke bawah menunjukkan bahwa kinerja strategik aktual organisasi itu dievaluasi. Bila

kinerja tidak memenuhi tujuan organisasi, pengendalian strategik dikerahkan untuk
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mengubah beberapa atau semua tahap dalam model tersebut agar bisa memperbaiki
kinerja. Tahap pengendalian ini ditunjukkan oleh garis umpanbalik yang menghubungkan
pengendalian strategik ke bagian lain dari model ini.

Model manajemen strategik yang lebih rinci disajikan dalam sembilan bab
berikutnya. Pada awal setiap bab, bagian model yang dibahas akan disoroti. Pada Bab 11
dan 12, keseluruhan model dikaji lagi melalui suatu fokus pada organisasi internasional
dan organisasi nir-laba.

Pentingnya Manajemen Strategik

Pegawai, pengawas, dan manajer menengah harus akrab dengan manajemen
strategik. Pemahaman terhadap strategi organisasi membantu mereka mengaitkan secara
lebih erat tugas-tugas pekerjaannya dengan arah organisasi, sehingga meningkatkan
kinerja mereka dan peluang untuk promosi dan membuat organisasi mereka lebih efektif.

Perkembangan Studi Manajemen Strategik

Selama tahun 1950-an, terdapat gagasan bahwa pendidikan bisnis formal di
universitas hendaknya lebih diperluas dan hendaknya diakhiri dengan mata-kuliah puncak
yang akan memadukan pengetahuan mahasiswa dari mata-kuliah seperti akuntansi,
keuangan, pemasaran, manajemen, dan ekonomi. Mata-kuliah ini kemudian dikenal
sebagai “Kebijakan Bisnis”.

Hubungan manajemen strategik dengan kebijakan adalah untuk mengintegrasikan
berbagai bidang dalam suatu organisasi sehingga organisasi itu dapat mencapai suatu arah
yang konsisten. Arah itu adalah memperbesar kekuatan, memperkecil kelemahan, yang
berkaitan dengan peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal perusahaan.

Dalam manajemen strategik, dapat dinyatakan bahwa eksekutif ideal di masa
depan itu adalah seorang pemimpin, bukan hanya administrator. Eksekutif ideal ini akan

menjadi master servant bagi sejumlah anggota organisasi. Dia akan menjadi seorang
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visioner, seorang pemain team, dan guru yang perspektifnya global dan mampu
mendapatkan keunggulan dari keragaman (diversity).

Kementerian Pendidikan Nasional adalah kementerian yang membidangi
pengembangan pendidikan, dan Kementerian Agama sebagai salah satu yang terlibat
dalam mengemban pendidikan. Dalam rangka merealisasikan amanat UUSPN 20 — 2003
Junto Undang-Undang Guru dan Dosen nomor: 14 tahun 2005, dan Standar Pendidikan
Nasional PP Nomor 19 2005, maka kebijakan Menteri Agama tentang Pengembangan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian program diploma, sarjana dan pascasarjana pada
Perguruan Tinggi Agama Islam, KMA No. 353 tahun 2004, KMA No. 387 tahun 2004
mengisaratkan perlu percepatan peningkatan mutu perguruan tinggi untuk mengejar
ketinggalan dengan kementrian lain serta perguruan tinggi luar negeri yang mulai masuk
dan merambah ke negeri kita. Kondisi yang demikian dipicu oleh karena kebijakan
tentang pengembangan dosen belum dapat dilaksnakan sebagaimana mestinya(sesuai
peraturan), maka ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam tentang surat
edaran Kementerian Agama, dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Tentang Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Islam  nomor
Dj.1/257/2007, tanggal 10 Juli 2007 Agar permasalahan pengambilan kebijakan dapat
berjalan efektif, maka perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi pemerintah atau
kementrian sebagai stabilisator, stimulator, koordinator dan alokator.

Sebelum peneliti menguraikan tentang konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan,
ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah
kebijakan (policy). Kebijakan (policy) secara epistimologis berasal dari bahasa Yunani,
Sansakerta dan Latin, yang akar katanya polis (negara kota) dan pur (kota). Dari bahasa
Sansakerta dan Yunani kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia

(negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris “policie”, yang berarti menangani masalah-
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masalah publik atau administrasi pemerintahan.!

Jones memilih definisi kebijakan dari Heinz Eulau dan Kenneth Prewit yaitu
“kepuasan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari
mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.” “Konsistensi
dan pengulangan tingkah laku” tersebut terkait dengan usaha atau melalui pemerintahan
untuk memecahkan masalah-masalah publik.? Pengertian kebijakan menurut Laswell
adalah merupakan upaya atau program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik
yang terarah “a projected program of goal values and praktice®. Anderson
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah “a purposive of
matter of concern”*. Carter (1959) ketika menjelaskan pengertian kebijakan sebagai suatu
pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai (value) dari beberapa penilaian terhadap
faktor situasional, yang dapat digunakan untuk mengelola lembaga pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang
dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku pembuat kebijakan dan mereka yang
dikenai kebijakan tersebut untuk mengatasi masalah-masalah publik. Adapun yang
dimaksud dengan permasalahan publik adalah semua kebutuhan manusia, entah
bagaimana cara mengidentifikasikannya, yang dapat ditangani secara perorangan. Jadi
ketika suatu masalah dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain, maka masalah itu
adalah bersifat pribadi atau private. Masalah-masalah muncul karena peristiwa-peristiwa
yang mempengaruhi seseorang secara berbeda. Tidak semua masalah bersifat umum;

tidak semua permasalahan umum menjadi isu, dan tidak semua isu disebabkan oleh proses

! Dunn, Willian.N, 2003, Public Policy Analicis an Introduction, London, New Jersey , Pearson Prentice
Halllnc; Engelwood Cliffs

2 Jones (1984:44)

3 Lawsell, (1970:76)

4 Anderson, (1979)
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dalam pemerintahan.

Sebagai ilmu, analisis kebijakan diawali oleh perumusan masalah, menentukan
beberapa alternatif untuk mencari solusi, mengembangkan ukuran-ukuran, mengolah data,
dan seterusnya adalah menerapkan ukuran-ukuran data, menciptakan ukuran-ukuran dan
menemukan alternatif, setelah banyak percobaan, dan terakhir merumuskan suatu
masalah.

Wildavsky menyatakan “menemukan masalah dapat disamakan dengan
menemukan teori”. Di dalam tugas menemukan masalah bukanlah untuk menyusun daftar
semua kebutuhan, tetapi untuk menghubungkan kekuatan yang diinginkan dengan yang
dapat disajikan. Hadiah dari ilmu pengetahuan adalah pergi kepada mereka yang memiliki
permasalahan yang menarik dan ternyata dapat dipecahkan. Maka, dalam analisis
kebijakan, perhatian yang paling kreatif menemukan permasalahan di mana solusi dapat
diuji-cobakan.

Apa alat yang digunakan oleh para analis kebijakan? Teori politik kwalitatif, untuk
memperbaiki kembali gambaran apa yang akan dilakukan; model kwantitatif,
mensistematiskan cara melakukan pekerjaan mikro ekonomi untuk menyesuaikan
keinginan, dengan sumber-sumber yang terbatas, dan teori organisasi makro untuk
memeriksa kekeliruan.

Kebijakan, bagaimana pun, adalah suatu ‘“aktivitas” yang bukan merupakan
program-program tetap. Dengan demikian kebijakan adalah menyerupai kreativitas, yang
mungkin ditunjang oleh teori dan praktik, serta dapat dipelajari. Kreativitas dalam
kebijakan mungkin punyai akar sosial, yang merupakan bahan pemikiran sejarah. Secara
ringkas analisa kebijakan, adalah suatu aktivitas yang diciptakan untuk memecahkan
masalah. Apa pun kebenaran merupakan kombinasi yang ideal yang menggerakkan

seorang analis secara demokrasi. Dengan demikian tak seorang pun dapat melakukan
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analisis tanpa dengan sadar pertimbangan “moral”. Betapa pun, analisis adalah suatu yang
hendaknya dilaksanakan, dengan membuat berbagai hal agar menjadi lebih baik, tidak
menjadi lebih buruk.

Untuk membuat kebijakan dibutuhkan suatu kiat atau seni. "Seni adalah
pemecahan permasalahan yang tidak bisa dinyatakan sebelum dipecahkan.” Untuk itu
analisis kebijakan harus menciptakan variabel yang di bawah kendali waktu, yang mampu
membuat keputusan dalam waktu yang tersedia. Selain itu juga diperlukan “imajinasi”.
Yakinkan masa depan itu telah terjadi di masa lalu, analis mencoba untuk menguji
peristiwa seolah-olah tindakan itu telah terjadi. Mereka betul-betul merasa terikat dengan
"pikiran eksperimen,” di mana mereka membayangkan apa yang bisa terjadi dalam rangka
meningkatkan apa yang bisa terjadi. Retrodiction ("meramalkan masa lalu™) mungkin
banyak menimbulkan pertengkaran. Sebab apa yang terjadi pada masa lampau, seperti
halnya apa yang terjadi pada masa depan, hendaknya digambarkan dengan nilai-nilai
berbeda.

Kebijakan menggambarkan hubungan antara manusia. Seperti hasil interaksi
antara para doktor dengan pasien atau para guru dengan para siswa, kita menguatkan
persetujuan pengaturan kelembagaan yang mana orang datang bersama-sama. Ketika kita
tidak menyetujui, kita mencoba untuk mengubah hubungan ini. Tiap-tiap kebijakan
mendandani ketegangan antara sumber daya dengan hasil dari sasaran, perencanaan dan
politik, keragu-raguan dan “dogma”. Permasalahan pemecahan dilibatkan untuk
sementara memecahkan tegangan ini. Tetapi jika tegangan tidak berakhir, maka harus
dimulai dengan kekuatan sosial apa yang dapat dipantulkan. Sasaran hasil mungkin tanpa
batas sumber daya; tetapi kelangkaan sumber daya ada dimana mana. Oleh karena itu
sasaran hasil, terbatas oleh sumber daya; apa usaha yang dipakai untuk bertindak,

tergantung kepada apa yang harus dilakukan oleh seseorang analis. Tetapi boleh
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dikatakan, tidak selalu berarti bahwa sumber daya selalu baik. Sebab ada sasaran hasil
yang tidak baik.

Bagaimana dogmatis dan bagaimana skeptis adalah sekitar kebijakan dan cara
yang dapat diolah. Untuk mendapatkan siapa, apa dan mengapa, sebagai sebab, Lasswell
berkata — dogmantis dan skrptis adalah suatu ukuran untuk mempercayai hubungan sosial.
Yang satu sepertinya boleh tergantung pada bagaimana mengerjakan sesuatu.

Kebijakan adalah dunia rasionalitas dan tanggung jawab di mana sumber daya
dihubungkan dengan sasaran hasil. Rasionalitas terletak pada hubungan apa yang
diinginkan dengan apa yang dapat dilakukan. Kebijakan juga menyangkut tentang
kalkulasi dan budaya: Kombinasi tentang interaksi sosial dan pemikiran intelektual,
perencanaan dan politik, antara apa yang kita gambarkan ke luar dengan apa yang kita
perlu ingin lakukan dan bagaimana cara melakukan itu? Di dalam hubungan sumber daya
ke kultur sasaran hasil diciptakan dengan pergeseran pola hubungan sosial. Analisis tidak
hanya bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkan, sebab yang mungkin adalah
yang tidak diinginkan atau tak dapat diperoleh, tetapi apa yang diinginkan hendaki
dibandingkan sebagai penukar apa yang kita disiapkan untuknya. Kalkulasi memutuskan
keputusan yang mana akan dibuat menjadi penawaran oleh perintah pusat.

Di dalam menentukan kebijakan selalu ada suatu ketegangan antara dogma dan
keragu-raguan, di mana analisis berwujud keragu-raguan tetapi tidak bisa bergaul akrab
dengan dogma. Kapan hasil berbuat tidak sesuai dengan harapan, atau berpikir dapat
melakukannya lebih baik lagi, yang mana kebanyakan dari waktu, pertanyaan
pendeteksian kesalahan dan koreksi kesalahan datang dari depan.

Kemudian, tugas dan ketegangan dalam menentukan kebijakan merupakan
hubungan sumber daya ke sasaran hasil dengan menyeimbangkan interaksi sosial terhadap

pemikiran intelektual agar supaya dapat menentukan batas antara keragu-raguan dan
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dogma. Di atas semuanya, analisis kebijakan adalah sekitar peningkatan, tentang pilihan
warga negara untuk kebijakan yang mereka sukai.

Dye mengemukakan bahwa setiap kebijakan kementerian seharusnya
mempertimbangkan berbagai hal yang semestinya ada dalam lingkungan dan sistem
politiknya®. Dalam setiap kebijakan, baik itu perumusan kebijakan, implementasi
kebijakan, maupun evaluasi kebijakan, perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan
dampaknya, sehingga tidak bertentangan dengan fungsi kementrian atau pemerintah itu
sendiri. Kebijakan Kementerian Agama perlu mengidentifikasi masalah pengembangan
SDM di PTAI pada perguruan tinggi, menyusun usulan-usulan perguruan tinggi,
kemudian diseleksi menurut kebutuhan, baru disahkan menjadi kebijakan dan
diimplementasikan, setelah itu diadakan evaluasi untuk menganalisis dampak dari
kebijakan tersebut. Dye mengemukakan beberapa langkah dalam mengambil kebijakan
diantaranya : (1) ldentifiying Problem: Demands are expressed for Government action,
(2) Formulating Policy Proposal: Agenda is set for public discussion. (3) Legitimatting
policies: selecting a proposal, Building Political support for it. Enacting it as a law. (4)
Implementing Policies: organizing Bureaucrasies. Providing Payments or service.
Leviying taxes. (5) Evaluating Policies: studying Program. Reporting “outputs” of
government program. Evaluating” impag” of program on target and non-target grups in
society suggesting change and adjustments.®

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Menurut
Dunn, implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya
mengeksekusi dan mengarahkan, seperti dikemukakan sebagai berikut:

“Policy implementation involves the execution the steering of a cours of action over time,

5> Dye, 1987:23
® 1bid, 1987:24.
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Policy implementation is essentially a practical activity. The primary concern is with
choosing a copurse of action and seeing that it is properly followed over time and not
with inquiring into the nature of problem. The greatest danger is choosing “ right”
alternative to solve the “ wrong” problem”.
Sejalan dengan pendapat di atas, Pal menyatakan bahwa:

“Implementation is therefore an execution proses, an elaboration, a realization of
schames and conceptions, it take place in the real world whith its multitude of powers,
authorities, and organization and threfoe is inevitable. The beginning of wisdom on
matters of implementation is understanding that is both dificul and experimental .2

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan tindak
lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang berupa: pengambilan keputusan, langkah
strategis, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau
kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat
keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur baik yang bersifat mendukung
maupun yang menghambat, berupa lingkungan, sosial budaya. Hal tersebut perlu
diwaspadai dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga sasaran
kebijakan tercapai.

Jones mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses
interaksi antara tujuan dan tindakan yang disiapkan untuk memuaskan orang-orang yang
terkait di dalamnya. (Implementation may the viewed a process of interaction between the
setting of goal and the action geared to achieving them...). °

Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah dilaksanakan. Hal

ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting

" Dunn, 2003:56.
8 pall, 1996: 177)
® Jones (1984:165)
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dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya organisasi akan berkembang,
maju dan tetap eksis. Artinya kegiatan organisasi terbesar adalah pengembangan human
resources agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mencapai
produktifitas yang diharapkan, sebagaimana dikemukan Siagian bahwa sumber daya
manusia yang baik ditujukan pada peningkatan kontribusi yang dapat ditentukan oleh para
pekerja dalam organisasi ke arah terciptanya tujuan organisasi.°

Dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam
Pasal 3 dinyatakan bahwa : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlag mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya
disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan
Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa : Pendidikan
tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang
mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor, diselenggarakan dalam rangka
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi
akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, Kreatif,
inovatif, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Tuntutan normatif yang begitu tinggi terhadap pendidikan khususnya terhadap

pendidikan tinggi, menunjukkan betapa pentingnya misi pendidikan tinggi. Sebagai

10 Siagian, (1996:27)
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subsistem dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi mengemban misi untuk
mengembangkan seluruh kepribadian manusia melalui pengembangan kekuatan penalaran
individu sebagai salah satu kekuatan utamanya, sehingga lulusannya memiliki intellectual
intelligence, emotional intelligence dan spiritual intelligence. Pendidikan Tinggi
diselenggarakan dengan prinsip: a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b.
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas
Akademika; d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang
hayat; e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan Kkreativitas Mahasiswa dalam
pembelajaran; f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan
lingkungan secara selaras dan seimbang; g. kebebasan dalam memilih Program Studi
berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; h. satu kesatuan yang sistemik
dengan sistem terbuka dan multimakna; i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat
kurang mampu secara ekonomi; dan j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan
Tinggi.l!

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi perlu dilihat sebagai satu kesatuan
dalam proses mutu pendidikan di perguruan tinggi, namun demikian memperlakukan
masing-masing dharma tersebut dalam suatu kekhususan tetap merupakan hal penting
untuk melihat bagaimana pengembangan dan peningkatan mutu masing-masing dharma
dapat dilakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

2. Manajemen Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Manajemen pembelajaran adalah pengelolaan, pengaturan, dan pengkondisian

11 UU No. 12 tahun 2012, pasal 1 ayat 6
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lingkungan organisasi, baik lingkungan fisik maupun sosial yang kondusif dan supportif
bagi terjadinya belajar dan terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta hasil
belajar yang bermutu®?. Proses belajar mengajar dikelas merupakan akumulasi dari
berbagai kebijakan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu proses sebagai bagian
utama dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi serta upaya pencapaian tujuan
perguruan tinggi dengan berbagai levelnya. Oleh karena itu kebijakan institusi perguruan
tinggi perlu bersinergi dalam setiap tingkatannya, sehingga pelaksanaan pembelajaran
oleh pendidik yang terus ditingkatkan kompetensinya mendapat dukungan lingkungan
yang kondusif bagi terjaganya mutu pembelajaran sebagai bagian penting dalam
menghasilkan lulusan yang kompetable.

Pendidikan dalam hal ini pembelajaran merupakan dharma pertama dari tridharma
yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3

Terdapat dua unsur penting yang perlu dibedakan dari pengertian pendidikan
tersebut yaitu suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar merupakan
kondisi umum kelembagaan yang dapat memberikan kontribusi bagi belajar peserta didik
(mahasiswa), sedangkan proses pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi

mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.*

2 Uhar, Suharsaputra.Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi.(Strategi Menghadapi Perubahan). Bandung:
Refika Aditama. 2015. H.237

13 UU no. 12 Tahun 2012

14 Uhar, suharsaputra. Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi menghadapi perubahan. Bandung: PT.
Refika Aditama. 2015.h. 237
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Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu situasi
lingkungan kelembagaan/organisasi. Sehingga efektivitas dan mutunya akan dipengaruhi
oleh kebijakan perguruan tinggi dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan supportif
bagi pelaksanaan proses pembelajaran, baik yang terkait dengan sarana dan prasarana
belajar maupun pengembangan kompetensi pendidiknya (dosen) dalam melaksanakan
pembelajaran tersebut. Pembelajaran menunjukkan mutu pendidikan dalam tataran
operasional yang juga menggambarkan proses mutu pendidikan di perguruan tinggi,
menurut Burke salah satu proses mutu pendidikan perguruan tinggi adalah domain proses
mutu (Quality process Domain), yang mencakup aspek-aspek berikut: (1) learning
objectives (tujuan pembelajaran/belajar), (2) curricular design (rancangan kurikulum),
Teaching and learning activities (kegiatan belajar mengajar), (3) student learning
assesment (penilaian belajar siswa/mahasiswa), (4) Implementation quality assurance
(pelaksanaan penjaminan mutu).t®

Proses pembelajaran yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa faktor utama
dalam proses pembelajaran juga melibatkan pengajar, dalam hal ini adalah dosen.
Pengelolaan SDM pendidikan pada dasarnya merupakan fungsi-fungsi suatu rangkaian
proses administrasi atau manajemen pendidikan yang saling berkaitan guna mengarahkan
perilaku anggota kepada tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Morphet dan kawan-
kawan mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut ke dalam proses:

“Human resources planning, compensation, recruitment, selection, induction, appraisal,
development, maintaining and improving performance, security, union relation, and
information.”®

Sementara Randall mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut sebagai: “planning,

15 Burke, Joseph C, And Associates. (2005) Achieving Accountability in Higher Education. San Fransisco:
Jossey-Bass, John Willey and Sonns
16 Morphet, 1982: 351
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staffing, appraising, compensation, and training.!’

Banyak studi dan hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya kedudukan
tenaga pendidik dalam setiap lembaga pendidikan, misalnya yang dikemukakan oleh
Castetter bahwa: “staff development is closely related to institusional change.*®” sehingga
pengembangan pendidikan secara kualitatif erat berkaitan dengan mutu tenaga
pendidiknya. Adapun ciri utama tenaga pendidik yang berkualitas menurut T.R. Mitchell
adalah : (1) Quality of work, (2) Promptness, (3) Initiative, (4) Capability, (5)
Communication.*®
3. Manajemen Penelitian Di Perguruan Tinggi.

Penelitian adalah salah satu tridharma perguruan tinggi, Sebagaimana pendapat
Duderstadt; one generally thinks of research role of the university as a more recent
characteristic of higher education in the twentieth century.?® Tujuan dari penelitian adalah
untuk meningkatkan pengembangan dosen/sumber daya di perguruan tinggi. Kebijakan
pengembangan sumberdaya manusia mutlak untuk dilakukan apabila organisasi ingin
maju dan berkembang. Yang dimaksud pengembangan SDM pendidikan dalam penelitian
ini adalah suatu proses untuk meningkatkan ability dan capability dosen melalui jalur
pendidikan formal dan cross programe dalam bentuk pelatihan, kedua jalur merupakan
suatu sistem pengembangan?L,

Castetter mengindikasikan upaya pengembangan sumber daya manusia (personal
development) sebagai wujud yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi,

lebih jauh lagi dikatakan:

17 Randall, (1987: 29)

18 Castetter, William. B (1981), The Personel Function in Education Administration, hird Edition, New York,
Mc.Mill company

19 Mitchell, Terence, R, 1982. People In Organizations, An Introduction to organizational Behavior, Tokyo,
Mc.Graw_Hill International Book Company.

20 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi Menghadapi Perubahan. Bandung:
Reflika Aditama. 2015

21 Randal, 1987:392)
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“ Personal development is preeminent amongh there processe designed by the system
to attar, retain to improve the qulity and quantity of staff members needed to solve
problems to achev its goal ”

Pengembangan dosen merupakan hal terpenting diantara semua proses yang
dirancang di perguruan tinggi, dan proses pengembangan SDM pendidikan yang
dimaksud bertujuan untuk menarik, memelihara/mempertahankan dan menyempurnakan
kualitas SDM dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan oleh organisasi.

Di antara berbagai cara yang digunakan untuk pengembangan dosen adalah
melalui penelitian. Dengan penelitian, dosen akan mampu memperdalam dan
mengembangkan pengetahuan akan keahliannyya. Karena ilmu pengetahuan bukan hanya
merupakan aset penting akan tetapi juga suatu keunggulan dan kekuatan perguruan tinggi.

Davenport berpendapat mengenai berbagai proses manajemen penelitian. Beliau
membagi pelaksanaan manajemen pengetahuan dalam 4 proses berdasarkan proyek, yaitu:
(1) menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan, (2) memperbaiki akses pada
pengetahuan, (3) memajukan lingkungan pengetahuan dan (4) mengelola pengetahuan
sebagai aset.?®

Situasi ideal untuk fakultas atau perguruan tinggi di Indonesia adalah adanya
dosen yang mempertahankan kualitas pengajaran dan ilmu pengetahuan yang tinggi.
Menurut Clark terdapat empat dimensi kualitas pengajar pada perguruan tinggi, yang
masih jauh dari kondisi pengajar perguruan tinggi di Indonesia yaitu : (1) kemampuan
untuk mengajar yang merupakan gabungan antara bakat alam dengan keahlian yang
diperoleh, (2) komitmen untuk mengajar yang menuntut tersedianya waktu dan energi

untuk keseluruhan proses pembelajaran, (3) ilmu pengetahuan yang menuntut

22 Casteter, 1996:232.
23 R, Eko Indrajit & R. Djokopranoto. Manajemen Perguruan Tinggi Modern.Y ogyakarta: Andi Offset. 2006. H.
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kesinambungan pengembangan untuk dapat mengikuti perkembangan baru, (4) komitmen
terhadap ilmu pengetahuan yang memerlukan komitmen mendasar dari waktu ke waktu.
Keempat dimensi tersebut sangat sulit dipenuhi oleh tenaga pengajar pada perguruan
tinggi di Indonesia karena dengan pendapatannya yang rendah dan terpaksa bekerja paruh
waktu (part time) untuk meningkatkan pendapatannya®®. Keterkaitan antara pembelajaran
dengan penelitian akan mendorong pengintegrasian penelitian dalam manajemen
pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, sehingga terjadi penguatan pada mahasiswa
pada tingkat kematangan pemahamannya.

Ada beberapa hal yang dapat membangun budaya penelitian, yaitu; a. Mewajibkan
dosen untuk melaporkan pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester serta hasil
penelitian, mahasiswa, dosen atau dosen bersama mahasiswa yang terkait dengan bidang
ilmu yang dibelajarkan bersama mahasiswa. b. Memberikan dukungan perlengkapan dan
atau dana bagi dosen yang melakukan penelitian menurut penilaian lembaga penelitian di
perguruan tinggi.>> Apa yang dikemukakan di atas, memerlukan dukungan kebijakan
manajemen perguruan tinggi agar dapat tumbuh dan terus berkembang dalam lingkungan
akademik. .

4. Manajemen Pengabdian Masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi merupakan suatu
kewajiban sejajar dengan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Dalam istilah lain
dikatakan sebagai tridharma perguruan tinggi yang mencakup aspek pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang

baik secara individu, bersama-sama atau kelompok atau lembaga untuk membantu

24 Clark, 1996:163-165
25 Uhar Suharsaputra, Manajemen Pendidikan Perguruan tinggi. Strategi Menghadapi Perubahan. Bandung:
Reflika Aditama. 2015
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peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang dibantu sesuai dengan misi yang
diembannya. Sedang ketika berkaitan dengan perguruan tinggi maka disesuaikan dengan
misi yang diembannya yaitu pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung
pada masyarakat dilaksanakan secara institusional dan profesional, sebagai
tanggungjawab luhur Perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan
masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Duderstadt mengartikan pengabdian kepada masyarakat adalah: “The public supports the
university, contributes to its financing, accepts its schoolarly and professional judgement,
and grants it a unique degree of institutional autonomy and scholarly freedom. But in
return, the university has an obligation for impaartial scholarship, high profesional
integrity, a commitment to the development of the human resources represented by its
students, and a sensitivity toward the needs for its services in society at large. For all its
independence and autonomy. The university has a social responsibility and a public
obligation. Public service is just a major institutional obligation, and university must be
prepared to provide the means and incentives to pursue this role.?

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus mencakup beberapa
aspek : 1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 2) Penyebar luasan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 3) Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni; 4) Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat; 5) Pemberian jasa pelayanan
profesional kepada masyarakat.?’

Dengan demikian maka manajemen pengabdian harus ditata dengan penuh
kecermatan dan perhitungan yang sangat pasti, tujuannya adalah agar pengabdian itu akan

menghasilkan sesuatu yang optimal, tidak justru melakukan tindakan pemborosan.

% 1bid. Uhar S
27 Agus Salim S, Tahap-tahap pengabdian kepada masyarakat, dalam metodologi pengabdian masyarakat.
Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga. 1993. P 132-133
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Orientasi pengabdian bukanlah materi, walau tidak bisa dilepas dari faktor ini, tetapi lebih
kepada penghambaan atau pelayanan prima dengan penuh semangat. Maka pengabdi-
pengabdi itu harus memiliki mental baja, ulet tanpa pamrih.

Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan
kontribusi/membantu meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat serta memecahkan
berbagai masalah yang dihadapi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat menjadi
meningkat yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup mandiri sejahtera dan baik. Di
dalam tulisan Margono Slamet dikatakan bahwa tujuan pengabdian pada masyarakat oleh
perguruan tinggi adalah : a. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumberdaya
manusia sesuai dengan dinamika pembangunan; b. Mempercepat upaya pengembangan
masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinarnis yang siap mengikuti perubahan-
perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; c
Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan
perkembangannya dalam proses modernisasi.; d. Memperoleh umpan balik dan masukan
lain bagi perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan relevansi
pendidikan dan penelitian yang dilakukannya dengan kebutuhan situasi.?®

Ada enam bentuk kegiatan yang sering dilakukan dalam pengabdian kepada
masyarakat di perguruan tinggi yaitu : a. Pendidikan kepada masyarakat; adalah
pemberian pendidikan non-formal dalam rangka continuing education dengan berbagai
bentuk kegiatan; kursus-kursus, penataran, lokakarya, latihan kerja, penyuluhan,
bimbingan kerja, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. b. Pelayanan kepada masyarakat;
Di negara tertinggal atau sedang berkembang, perguruan tinggi masih dipercaya sebagai
tempatnya para ahli yang jumlahnya masih sangat terbatas. Kemampuan para ahli ini

harus dapat dimobilisasi untuk kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dalam

%8 1bid
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berbentuk, perencanaan tata kota, proyek khusus, studi kelayakan, evaluasi proyek,
perencanaan kurikulum pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan berbagai
macam konsultasi. c¢. Pengembangan hasil penelitian; agar masyarakat dapat
menikmatinya. Produknya dapat berupa pengetahuan terapan, teknologi ataupun seni yang
hasilnya siap pakai. Bentuk kegiatannya dapat berupa; cara kerja, prosedur kerja, metode
mengajar, materi pelajaran dan sebagainya. d. Pengembangan wilayah secara terpadu;
melakukan kerja sama dengan beberapa instansi daerah.?® e. Transfer Teknologi Trasfer;
hasilnya produk baru berupa teknologi siap pakai. Agar bermanfaat kepada masyarakat
maka diperlukan pengenalan kepada masyarakat, ditawarkan kepada masyarakat agar bisa
diadaptasi. Sasaran transfer teknologi ini adalah: dunia industri, dunia busines, kelompok-
kelompok dalam masyarakat, individu-individu, organisasi-organisasi masyarakat, dan
instansi-instansi pemerintah. f. Kuliah Kerja Nyata; Kekhususan dari Kuliah Kerja Nyata
ini adalah memadukan pendidikan dan pengajaran serta penelitian ke dalamnya, di
samping itu melibatkan banyak personil baik dari kalangan mahasiswa maupun staf.>
5. Pengembangan Tridharma berorientasi Value

Budaya memberikan tanda yang berbeda, dan menjadikan masyarakat itu sendiri
mempunyai ciri khas dan unik. Akan tetapi, budaya juga menyelipkan sesuatu, yang
disebut dengan nilai-nilai itu tadi. Budaya, pada dasarnya adalah konsep dimana ia
berusaha menghadirkan hal-hal positif dan diharapkan untuk selalu langgeng.

Nilai-nilai budaya memang cenderung abstrak, akan tetapi hal demikian
memberikan tuntunan bagi manusia untuk mengetahui ciri khas lingkungan dan tempat
berasalnya. Mengusung kearifan lokal yang diwariskan oleh budaya yang sejak zaman

dulu telah diwariskan oleh nenek moyang.

29 bid
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Demikianlah, pengelolaan mutu pendidikan disandarkan pada value-value yang
sudah ada di lingkungan pendidikan itu sendiri. Manajemen tidak membuang nilai-nilai
secara serta merta, karena hal itu memang sudah ada dan mengakar kuat. Sehingga dengan
demikian, nilai-nilai itu dijadikan patokan untuk mengembangkan pengelolaan mutu
pendidikan.

Pengertian Value menurut pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa,
kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun
berValue adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Value

o5

berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan
bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku,
sehingga orang yang tidak jujur, kejam rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang
berValue jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut
dengan Value mulia.

Implementasi pendidikan Value dalam Islam, tersimpul dalam Value pribadi
Rosululloh SAW. Dalam pribadi rosululloh tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan
agung. Al Qur’an dalam Surah Al Ahzab ayat 21 mengatakan:

“artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) rosululloh itu suri tauladan yang baik
bagimu(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT.”

Value atau akhlak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Menghadapi
fenomena krisis moral, tuduhan seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai
penyebabnya. Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan da